
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR  56 TAHUN 2007  

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 

TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN 
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM 

TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

MENTERI DALAM NEGERI, 
 
Menimbang : a. bahwa dengan adanya kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang 
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2007 maka perlu dilakukan perubahan terhadap 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang 
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang 
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu menetapkan Peraturam Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak  Kendaraan Bermotor dan 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum Dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang 
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Iindonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 



Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4483); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan 
pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 

6. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41380); 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang 
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang 
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak  Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum Dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar 
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007; 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM 
NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PERHITUNGAN DASAR 
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK 
NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM 
DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 
2007 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK 
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN 
BERMOTOT TAHUN 2007. 

 
Pasal I 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan 
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor Tahun 2007 sebagaimana telah diubah ketiga dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 diubah dengan menambah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 

Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 22 Oktober 2007 



MENTERI DALAM NEGERI, 
ttd 

H. MARDIYANTO 
 

LAMPIRAN TIDAK DIMUAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR : 32 TAHUN 2007 
TANGGAL : 9 JULI 2007 

 
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007 
 

NO KODING JENIS/MEREK TYPE 
TAHUN 
PEMBU
ATAN 

NILAI JUAL 
KENDARAAN 
BERMOTOR 

BOBOT 
DASAR 

PENGENAAN 
PKB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 
2 
 
 

1 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

1 
2 
3 
 
 

1 
2 
3 
4 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

 
103253 09649 
103253 09749 

 
 

102400 06532 
 
 

103079 11712 
103079 11812 
103215 05275 
103215 05375 
103253 09849 
103253 09949 
10325310049 
10325310149 
10325310249 
103261 77549 
103261 77649 
103381 64249 

 
 

201160 34849 
201160 34949 
201160 35049 
201160 35149 
201160 35249 
201261 77749 

 
 

202160 35349 
202160 35449 
202160 35549 

 
 

301253 10349 
301253 10449 
301253 10549 
301253 10649 

 
 
 

351160 35649 
351160 35749 
351160 35849 
351160 35949 

 
 

401160 36049 
401160 36149 
401160 36249 
401160 36349 
401160 36449 
401160 36549 
401160 36649 
401160 36749 
401160 36849 
401160 36949 
401160 37049 

 
 

701204 00525 
701204 00625 
701204 00725 
701204 00825 
701209 02725 
701213 06749 
701213 06849 
701577 00399 
701577 00499 
701577 00599 
701364 21849 
701364 21949 
701364 22049 

MOBIL PENUMPANG-SEDAN 
MAZDA 
MAZDA 

 
MOBIL PENUMPANG-JEEP 

VOLKSWAGEN 
 

MOBIL PENUMPANG-MINIBUS 
CHEVROLET 
CHEVROLET 

KIA 
KIA 

MAZDA 
MAZDA 
MAZDA 
MAZDA 
MAZDA 

MITSUBISHI 
MITSUBISHI 

TOYOTA 
 

MOBIL BUS-MICRO BUS 
HINO 
HINO 
HINO 
HINO 
HINO 

MITSUBISHI 
 

MOBIL BUS – BUS 
HINO 
HINO 
HINO 

 
MOBIL BARANG/BEBAN – PICK UP

MAZDA 
MAZDA 
MAZDA 
MAZDA 

 
MOBIL BARANG/BEBAN-LIGHT 

TRUCK 
HINO 
HINO 
HINO 
HINO 

 
MOBIL BARANG/BEBAN – TRUCK 

HINO 
HINO 
HINO 
HINO 
HINO 
HINO 
HINO 
HINO 
HINO 
HINO  
HINO 

 
SEPEDA MOTOR RODA DUA 

JUVE 
JUVE 
JUVE 
JUVE 

KANZEN 
KAWASAKI 
KAWASAKI 

SHAMO 
SHAMO 
SHAMO 
SUZUKI 
SUZUKI 
SUZUKI 

 

 
31.6L M/T 
32.0L A/T 

 
 

TOUAREG 3.6L A/T 
 
 

CAPTIVA 2.4L LT A/T 
CAPTIVA 2.4L LT M/T 
PICANTO SE 1.1L A/T 
PICANTO SE 1.1L M/T 

31.6L A/T 
31.6L H A/T 

32.0 A/T 
52.0L A/T 

CX-7 
COLT T120 SSBC 1.5 (4X2) M/T 

L300 BC (4X2) M/T 
UF.81 SUPER 

 
 

FB2WGLZ-EN/FB130 
WU302R-HKMLAD3B/DUTRO 110SDB 
WU302R-HKMQAD3B/DUTRO 110LDB 
WU302R-HKMQBD3B/DUTRO 130MDB 
WU302R-HKMRBD3B/DUTRO 130HDB 

COLT DIESEL FE 71 BC (4X2) M/T 
 
 

AK8JRKA-FCJ/A215 
RK8JSKA-MHJ/R235 
RK8JSKA-NHJ/R260 

 
 

BT-50 REG CABIN 4X2 2.5 M/T (WLT) 
BT-50 REG CABIN 4X4 2.5 M/T (WLT) 

BT-50 DOUBLE CABIN 4X4 2.5 M/T (WLT) 
BT-50 DOUBLE CABIN 4X4 3,0 M/T (WLT) 

 
 
 

DUTRO 110 SD/WU302R-HKMLAD3 
DUTRO 110 LD/WU342R-HKMQAD3 
DUTRO 130 MD/WU342R-HKMQBD3 
DUTRO 130 HD/WU342R-HKMRBD3 

 
 

FG8JJKB-GGJ/FG235JJ 
FG8JKKB-GGJ/FG235JK 
FG8JJKB-GGJ/FG235JJ 
FG8JKKB-GGJ/FG235JK 
FG8JMLB-NGJ/FG260J 

FL8JNKA-GGJ (FL235JN) TRONTON 6X2 
FL8JTLA-RGJ (FL260JT) TRONTON 6X2 

FM8JNKD-RGJ (FM260JD) TRONTON 6X4 
FM8JNKM-RGJ (FM260JM) TRONTON 6X4 

SG8JDKA-SGJ (SG260J) TRACTOR HEAD 4X2 
FM2PKKA-RGJ (FM320P) TRACTOR HEAD 6X4 

 
 

JK 125 
JT 125 
JT 150 
JT 200 

PESONA 7 
AN 125 H (KAZE ZONE R) 
AN 125 L (KAZE ZONE VR) 

SH 100 
SP 150 
WN 200 

FL 125 SD 
FL 125 RCD 

FL 125 RCDM 
 

 
2007 
2007 

 
 

2007 
 
 

2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 

 
 

2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 

 
 

2007 
2007 
2007 

 
 

2007 
2007 
2007 
2007 

 
 
 

2007 
2007 
2007 
2007 

 
 

2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 

 
 

2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 

 

 
193,000,000 
259,000,000 

 
 

797,000,000 
 
 

203,000,000 
194,000,000 

82,000,000 
68,000,000 

178,000,000 
178,000,000 
195,000,000 
235,000,000 
401,000,000 

61,000,000 
92,000,000 

120,000,000 
 
 

136,000,000 
102,000,000 
110,000,000 
123,000,000 
127,000,000 
122,000,000 

 
 

252,000,000 
286,000,000 
302,000,000 

 
 

89,000,000 
145,000,000 
192,000,000 
210,000,000 

 
 
 

89,000,000 
97,000,000 

110,000,000 
111,000,000 

 
 

202,000,000 
207,000,000 
214,000,000 
218,000,000 
223,000,000 
240,000,000 
249,000,000 
266,000,000 
268,000,000 
235,000,000 
243,000,000 

 
 

5,700,000 
5,700,000 
6,400,000 
7,800,000 
5,900,000 
9,600,000 
9,800,000 
4,800,000 
6,400,000 
7,800,000 
9,600,000 

10,200,000 
10,400,000 

 
1.00 
1.00 

 
 

1.00 
 
 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
 

1.00 
1.00 
1.00 

 
 

1.30 
1.30 
1.30 
1.30 

 
 
 

1.30 
1.30 
1.30 
1.30 

 
 

1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 

 
 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
193,000,000 
259,000,000 

 
 

797,000,000 
 
 

203,000,000 
194,000,000 

82,000,000 
68,000,000 

178,000,000 
178,000,000 
195,000,000 
235,000,000 
401,000,000 

61,000,000 
92,000,000 

120,000,000 
 
 

136,000,000 
102,000,000 
110,000,000 
123,000,000 
127,000,000 
122,000,000 

 
 

252,000,000 
286,000,000 
302,000,000 

 
 

115,700,000 
188,500,000 
249,600,000 
273,000,000 

 
 
 

115,700,000 
126,100,000 
143,000,000 
144,300,000 

 
 

262,600,000 
269,100,000 
278,200,000 
283,400,000 
289,900,000 
312,000,000 
323,700,000 
345,800,000 
348,400,000 
305,500,000 
315,900,000 

 
 

5,700,000 
5,700,000 
6,400,000 
7,800,000 
5,900,000 
9,600,000 
9,800,000 
4,800,000 
6,400,000 
7,800,000 
9,600,000 

10,200,000 
10,400,000 

MENTERI DALAM NEGERI a.i., 

ttd 

WIDODO AS.  
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